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ABSTRAK 
 
Nuraditya Puspitasari. 2023. Analisis Penerapan Bukti Potong (E-Bupot) 
Unifikasi Instansi Pemerintah (IP) Pada Satuan Kerja Badan Pusat Statistik (BPS) 
Kabupaten Brebes. Program Studi Diploma III Akuntansi. Politeknik Harapan 
Bersama. Pembimbing I : Asrofi Langgeng Noerman Syah, Pembimbing II : Arief 
Zul Fauzi. 
 

Aplikasi bukti potong elektronik (e-Bupot) Unifikasi Instansi Pemerintah 
adalah aplikasi berbasis web yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 
untuk memudahkan pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 
(2), pasal 15, pasal 22, dan pasal 23. Dalam Penerapan sistem pembuatan bukti 
pemotongan/pemungutan dan pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) 
unifikasi sudah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
24/PJ/2021. E-Bupot diterapkan pada satuan kerja BPS Kabupaten Brebes pada 
bulan September. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan e-Bupot 
dalam pembuatan bukti potong elektronik di BPS Kabupaten Brebes. Jenis 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Hasil 
penelitian menunjukkan BPS sudah menerapkan aplikasi tersebut sejak tahun 
2021 dan dalam pembuatan bukti potong dan pelaporan telah diterapkan sesuai 
dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021. Penerapan 
bukti potong elektronik Unifikasi ini juga memiliki perbedaan yang signifikan 
dengan aplikasi yang sebelumnya yang lebih memudahkan wajib pajak dan lebih 
efesien dalam pelaporan atau penyetoran masa pajak. 

 
Kata Kunci : Aplikasi e-Bupot, Bukti Potong Elektronik, e-Bupot Unifikasi 
Instansi Pemerintah. 
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ABSTRACT 
 
Nuraditya Puspitasari. 2023. Analysis of the Application of Evidence of Cut (E-
Bupot) Unification of Government Agencies (IP) in the Work Unit of the Central 
Statistics Agency (BPS) of Brebes Regency. Diploma III Study Program in 
Accounting. Politeknik Harapan Bersama. Advisor I : Asrofi Langgeng Noerman 
Syah,  Advisor II : Arief Zul Fauzi. 
 
 The electronic withholding slip application (e-Bupot) Unification of 
Government Agencies is a web-based application created by the Directorate 
General of Taxes (DGT) to facilitate the withholding and reporting of income tax 
article 4 paragraph (2), article 15, article 22, and article 23. The application of 
the system for making proof of withholding/collection and reporting of unified 
Periodic Income Tax (PPh) returns is regulated in Director General of Taxes 
Regulation Number PER-24/PJ/2021. E-Bupot was implemented in the Brebes 
Regency BPS work unit in September. This study aims to examine the application 
of e-Bupot in making electronic withholding slip at BPS Brebes Regency. The type 
of research used in this research is descriptive qualitative. The results showed 
that BPS has implemented the application since 2021 and in making withholding 
slip and reporting it has been implemented in accordance with the Regulation of 
the Director General of Taxes Number PER-24/PJ/2021. The application of this 
Unification electronic withholding slip also has a significant difference with the 
previous application which makes it easier for taxpayers and more efficient in 
reporting or depositing the tax period. 
  
Keywords: e-Bupot Application, Electronic Withholding Tax, e-Bupot Unification 
of Government Agencies. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pajak adalah 

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan 

yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kontribusi terhadap 

penerimaan pajak  sangat besar dan berdampak terhadap pendapatan 

pemerintah yang tersedia untuk pembangunan dalam berbagai bidang yang 

dapat menunjang kesejahteraan rakyat. (Daeng & Mahmudi, 2022 : 11) 

Ada dua jenis sistem pemungutan pajak yaitu official assessment 

system dan self assessment system. Pemungutan pajak di Indonesia 

didasarkan pada sistem self-assessment, jika wajib pajak bertanggung jawab 

untuk menghitung sendiri jumlah pajak, Pembayaran pemotongan pajak 

dengan mempertimbangkan jumlah pemotongan pajak pihak lain Itu harus 

dibayar dan dilaporkan ke kantor pajak sesuai dengan peraturan. Peraturan 

yang Ada (Diana, 2013). Maka, dibutuhkannya keinginan atau pemahaman 

peraturan perpajakan dari Wajib Pajak dalam melaksanakan kegiatan 

perpajakan agar sistem ini dapat berhasil. (Pradnyana & Prena, 2019:57)
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 Pajak penghasilan (PPh) dikenakan pada pendapatan pribadi 

perusahaan atau badan hukum lainnya di atas Penghasilan yang diterima 

atau diperoleh selama periode tersebut tahun pajak. Ini termasuk jenis pajak 

penghasilan langsung yang  harus ditanggung atau dibayar oleh wajib pajak 

dan tidak dapat dialihkan ke orang lain. Pembayaran PPh oleh wajib pajak 

dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan pelunasan PPh dalam tahun 

berjalan dan pelunasan PPh pada akhir tahun pajak. PPh yang dilunasi oleh 

Wajib Pajak dalam tahun pajak berjalan merupakan pelunasan atau 

pembayaran atas perkiraan PPh yang akan terutang dalam suatu tahun 

pajak. Pelunasan pajak dalam tahun pajak berjalan dilakukan oleh Wajib 

Pajak melalui pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain maupun 

pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sendiri. (Herryanto & Toly, 2013 : 129) 

Pada sistem perpajakan Indonesia, kita sering mendengar istilah PPh 

Potput (Potong dan Pungut). Istilah pemotongan yang dimaksud dalam hal 

ini adalah kegiatan memotong sebesar pajak yang terutang dari keseluruhan 

pembayaran yang dilakukan. Biasanya, pemotongan ini dilakukan oleh 

pihak-pihak yang melakukan pembayaran terhadap karyawannya, misalnya 

pembayaran gaji. Pihak yang membayar penghasilan atau gaji tersebut 

memiliki kewajiban atas pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak 

yang dilakukan pada karyawannya. Sehingga pemotongan tersebut nantinya 

akan mengurangi total pembayaran atau gaji yang diterima oleh karyawan. 

Sedangkan, istilah pemungutan yang dimaksud adalah kegiatan yang 
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dilakukan untuk memungut sejumlah pajak yang terutang atas suatu 

transaksi. 

Dengan With Holding System, yaitu sistem pemungutan pajak yang 

diketahui bahwa jumlah pajak yang terutang kepada wajib pajak akan 

berkurang pihak ketiga yang berarti menghitung pajak yang terutang gugus 

kalimat wajib pajak bukan otoritas pajak atau otoritas pajak atau wajib 

pajak sendiri. Sistem pajak ini sering disebut sebagai pajak Potput atau 

potong pungut dan pajak ini diatur dalam PPh pasal 22, 23, 21, Final PPh 

pasal 4 ayat 2 dan PPN. Contoh seperti adanya pemotongan penghasilan 

karyawan yang dilakukan oleh bendahara suatu perusahaan. Dengan begitu 

karyawan tidak perlu repot datang kekantor pajak untuk melunasinya. 

(Holding, 2021 : 11) 

Pada tahun 2018, bukti potong pajak penghasilan dibuat secara 

manual, namun sekarang telah ada bukti potong elektronik, dimana telah di 

tetapkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK RI No. 

202/PMK.05/2018) tentang sistem penerimaan Negara secara elektronik 

menjadi dasar bahwa pelaksanaan penerimaan pajak negara dari pajak dapat 

diberlakukan melalui elektronik. Sesuai dengan ketentuan PMK 231/2019, 

instansi pemerintah akan menggunakan dua SPT yaitu SPT Masa PPh pasal 

21/26 instansi pemerintah dan SPT Masa Unifikasi instansi pemerintah. 

Untuk jenis pajak yang termasuk ke dalam SPT unifikasi ini adalah PPh 

pasal 4 ayat (2), PPh pasal 15, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 26 
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selain yang dilaporkan dalam SPT 21/26 instansi pemerintah, serta PPN 

dan/atau PPnBM. (Novianty, 2021 : 159) 

Berdasarkan PER-17/PJ/2021, bukti pemotongan 21/26 instansi 

pemerintah adalah dokumen yang dibuat pemotong atau pemungut pajak 

sebagai bukti atas pemotongan PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26 dan 

menunjukkan besarnya PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26 yang telah 

dipotong. Selanjutnya, bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi 

instansi pemerintah adalah dokumen yang dibuat pemotong atau pemungut 

pajak sebagai bukti atas pemotongan atau pemungutan PPh dan 

menunjukkan besarnya PPh yang telah dipotong atau dipungut. 

Bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi instansi pemerintah 

tersebut terdiri atas bukti pemotongan atau pemungutan PPh Pasal 4 ayat 

(2), Pasal 15, Pasal 22, dan Pasal 23 (formulir BPPU), serta bukti 

pemotongan PPh Pasal 26 (formulir BPPU-26). Lalu, SPT 21/26 instansi 

pemerintah adalah SPT Masa yang digunakan oleh pemotong atau 

pemungut pajak untuk melaporkan kewajiban pemotongan PPh Pasal 21 

dan atau PPh Pasal 26, serta penyetoran atas pemotongan PPh Pasal 21 dan 

atau PPh Pasal 26 dalam 1 masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang perpajakan. (Direktorat Jenderal Pajak, 

2017) . 

E-Bupot Unifikasi adalah update terbaru dari versi sebelumnya yaitu 

e-Bupot 23/26, yang dibuat untuk melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23/26, 

keduanya sama-sama merupakan aplikasi yang digunakan untuk 
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melaporkan pemungutan pajak dan menyediakan fitur tanda tangan 

elektronik. Selain mudah dioperasikan, kedua aplikasi ini juga mudah 

diakses sehingga dapat menghemat lebih banyak waktu dalam proses 

pelaporan pemungutan pajak baik e-Bupot Unifikasi maupun e-Bupot 23/26 

juga sama-sama mengharuskan penggunanya untuk menyerahkan Sertifikat 

Elektronik sebagai persyaratan, perbedaannya terletak pada jenis PPh yang 

dipungut atau dipotong. E-Bupot 23/26 hanya memotong PPh pasal 23 dan 

26 saja, sedangkan e-Bupot unifikasi memungut beragam jenis PPh, yaitu 

PPh pasal 4 ayat 2, 15, 22, 23, serta 26. Pemberlakuan e-Bupot Unifikasi 

sudah dimulai sejak akhir tahun 2021 yang lalu. Tujuan dari penerapan 

aplikasi e-Bupot ini adalah untuk mempermudah pekerjaan wajib pajak 

dalam penyelesaian kewajiban perpajakan. Bentuk langsungnya diantaranya 

dengan konsep tanda tangan elektronik, paperless, keamanan data dalam 

server Ditjen Pajak dan mempermudah pelaporan Surat Pemberitahuan 

(SPT) secara online dan real time. (Putra, 2021 : 152). 

Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian 

yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BPS juga sebagai 

pemotong, pemungut atau pihak ketiga terkait dengan aspek perpajakan 

seperti pph pasal 21, pph pasal 22, pph pasal 23, pph pasal 4 ayat (2), dan 

PPN. Saat ini BPS juga sudah menerapkan aplikasi e-Bupot unifikasi 

instansi pemerintah dalam penerapan perpajakan di pemerintah, Aplikasi e-

Bupot ini yaitu digunakan sebagai alat Analisis Penerapan aplikasi untuk 

mengetahui bagaimana Penerapan Bukti Potong (E-Bupot) Unifikasi 
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Instansi Pemerintah Pusat Pada Satuan Kerja Badan Pusat Statistik (BPS) 

Kabupaten Brebes. Adapun perbedaan antara aplikasi e-SPT dan aplikasi e-

Bupot yang sekarang harus digunakan. Dimana menggunakan web based 

djp online, bukti potong online, menggunakan tanda tangan elektronik, 

sertifikat elektronik dan lapor SPT harus online sedangkan aplikasi e-SPT 

menggunakan desktop based, bukti potong offline dan lapor SPT dapat 

online ataupun offline. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, sebelum menerapkan 

aplikasi e-Bupot BPS dalam pelaporan/penyetoran SPT masa pajak masih 

terjadi keterlambatan yang disebabkan karena kurangnya sumber daya 

manusia (SDM) dalam bidang perpajakan di BPS Kabupaten Brebes. Oleh 

karena itu dengan adanya aplikasi e-Bupot dapat mengantisipasi atau 

meminimalisir terjadinya keterlambatan pelaporan/penyetoran masa pajak 

berikutnya. Dengan adanya permasalah diatas, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PENERAPAN BUKTI 

POTONG ELEKTRONIK (E-BUPOT) UNIFIKASI INSTANSI 

PEMERINTAH (IP) PADA SATUAN KERJA BADAN PUSAT 

STATISTIK (BPS) KABUPATEN BREBES”. 

1.2.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah pada 

penelitian ini adalah Bagaimana Penerapan Bukti Potong (E-Bupot) 

Unifikasi Instansi Pemerintah (IP) Pada Satuan Kerja Badan Pusat Statistik 

(BPS) Kabupaten Brebes? 
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1.3.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui Penerapan Bukti Potong (E-Bupot) Unifikasi 

Instansi Pemerintah (IP) Pada Satuan Kerja Badan Pusat Statistik (BPS) 

Kabupaten Brebes. 

1.4.  Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat dari Penelitian ini 

mencakup dua bagian, yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

a.) Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan 

tentang Bagaimana cara penggunaan E-Bupot Unifikasi Instansi 

Pemerintah (IP) dan dapat menambah pengalaman dalam menerapkan 

ilmu yang didapat selama kuliah ke dalam dunia kerja atau lapangan. 

b.) Bagi Politeknik Harapan Bersama 

Hasil penelitian ini diharapkan Instansi Pendidikan atau 

Perguruan Tinggi dapat menjadikan arsip dan bukti sekaligus menjadi 

referensi oleh penulis selanjutnya. 

c.) Bagi Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemudahan 

bagi instansi pemerintah karena tidak lagi harus membuat bukti potong 

dan pelaporan SPT Masa PPh secara terpisah dengan aplikasi berbeda. 
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2. Manfaat Praktis 

a.) Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang 

bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang 

bukti potong elektronik (e-Bupot) Unifikasi Instansi Pemerintah (IP) di 

BPS. 

b.) Bagi Politeknik Harapan Bersama 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi atau 

acuan. Selain itu juga sebagai bahan informasi yang bermanfaat dan 

dapat memberikan gambaran bagi peneliti lain yang ada kaitannya 

dengan penulisan tugas akhir.  

c.) Bagi Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu BPS dalam 

penerapan bukti potong elektronik (e-Bupot) Unifikasi Instansi 

Pemerintah (IP). Sehingga dalam proses penerapan dapat bekerja lebih 

efektif dan efesien agar tidak ada lagi keterlambatan dalam pelaporan 

dan penyetoran masa pajak berikutnya. 

1.5.  Batasan Masalah 

Berdasarkan inti Permasalahan diatas, peneliti hanya membatasi 

masalah pada E-Bupot Unifikasi IP PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 

23, PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPN sesuai ketentuan dalam Peraturan Dirjen 

Pajak No. PER-24/PJ/2021 pada masa pelaporan bulan April 2023. 
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1.6.  Kerangka Berfikir 

Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian 

yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dalam pelaksanaan 

tugas dan fungsinya BPS mempunyai kewajiban dalam menghitung, 

menyetorkan, melaporkan, dan mencatat Pajak Penghasilan Unifikasi sesuai 

dengan UU No.36 Tahun 2008 dan Peraturan Direktur Jendral Pajak PER-

24/PJ/2021. Ketika BPS menerapkan aplikasi e-bupot ini, ada masalah 

terkait keterlambatan penyetoran atau pelaporan sebelum menggunakan 

aplikasi e-bupot. Hal ini dapat dikenai sanksi administrasi berupa denda 

senilai Rp 100.000,00 yang dihitung satu kali untuk setiap keterlambatan. 

Untuk menghindari hal tersebut sebaiknya BPS dalam penyetoran atau 

pelaporan pajak bisa lebih tepat waktu sesuai masa pajak yang berlaku 

sehingga tidak terkena sanksi tersebut. 
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Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dilakukan 

penyederhanaan  menggunakan kerangka berpikir sebagai berikut : 
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Gambar 1.1 Kerangka Berfikir 

  

Permasalahan : 

1. Adanya 
keterlambatan 
pelaporan 
sebelum 
menerapkan 
aplikasi e-Bupot 

2. Kurangnya SDM 
dalam bidang 
perpajakan di 
BPS 

Stategi Pemecahan 
Masalah : 

Dengan adanya 
perkembangan 
teknologi dari basis 
manual ke online BPS 
melakukan peralihan 
sistem online e-Bupot 
agar dalam proses 
pelaporan SPT bisa 
lebih mudan, praktis 
dan efektif. 

Rumusan Masalah : 

Bagaimana 
Penerapan Bukti 
Potong (E-Bupot) 
Unifikasi Instansi 
Pemerintah (IP) Pada 
Satuan Kerja Badan 
Pusat Statistik (BPS) 
Kabupaten Brebes? 

Analisis Data : 

Deskriptif Kualitatif 

Kesimpulan : 

Mengetahui Penerapan Bukti 
Potong (E-Bupot) Unifikasi 
Instansi Pemerintah (IP) Pada 
Satuan Kerja Badan Pusat 
Statistik (BPS) Kabupaten 
Brebes. 
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1.7.  Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan Tugas Akhir penelitian terdiri dari tiga 

bagian yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir : 

1. Bagian awal 

Bagian awal berisi halaman judul, halaman persetujuan, halaman 

pengesahan, halaman pernyataan keaslian Tugas Akhir (TA), halaman 

pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan 

akademis, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan lampiran. Bagian 

awal ini berguna untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam 

mencari bagian-bagian penting secara cepat. 

2. Bagian isi terdiri lima bab, yaitu : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini penulis menguraikan tentang alasan pemilihan 

judul penulisan, tujuan penelitian, manfaat penulisan, 

perumusan masalah, batasan masalah, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Dalam bab ini memuat kajian pustaka yang mencakup 

definisi Pengertian Pajak, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, 

PPh Pasal  23, PPh Pasal 4 Ayat (2), Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) dan Pengertian E-Bupot Unifikasi Instansi 

Pemerintah. Landasan teori ini digunakan  sebagai  
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landasan berpikir atau acuan memecahkan masalah 

penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini di bahas tentang metode yang terdiri dari 

lokasi penelitian, waktu penelitian, objek penelitian dan 

data-data yang digunakan beserta sumber data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

Berisi riwayat singkat berdirinya BPS, struktur 

organisasi. Dan Analisis Penerapan Bukti Potong 

Elektronik (E-Bupot) Unifikasi Instansi Pemerintah (IP) 

Pada Satuan Kerja Badan Pusat StatistiK (BPS) 

Kabupaten Brebes. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan berisi garis besar kesimpulan yang diambil 

dari inti penelitian dan hasil penelitian berupa informasi 

kualitatif. Saran berisi garis besar saran-saran yang 

merupakan tindakan yang perlu diambil untuk tindakan 

lanjutan yang lebih baik lagi dari hasil pemecah masalah. 

DAFTAR PUSTAKA 

Dalam tugas akhir ini daftar pustaka yang digunakan berupa suatu daftar 

dari semua pustaka yang hanya diacu secara langsung dalam penyusunan 

tugas akhir. 
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3. Bagian Akhir 

LAMPIRAN 

Lampiran dalam tugas akhir ini berisi informasi tambahan yang 

mendukung kelengkapan laporan tugas akhir. Dapat juga berupa 

perhitungan-perhitungan tabel yang merupakan penjelasan rinci dari apa 

yang disajikan dibagian-bagian terkait sebelumnya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1.  Kajian atas Pajak 

2.1.1. Pengertian Pajak 

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 

ayat 1 berbunyi “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang 

terutang oleh orang pribadai atau badan yang bersifat memakasa 

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat”. Kemudian pengertian pajak menurut 

Mardiasmo (2019), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara 

berdasarkan UU (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa 

timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang 

digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

Secara umum pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara 

berdasarkan UU (sehingga dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat 

balas jasa secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma 

hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif 

untuk mencapai kesejahteraan. (Corneles, 2021 : 278) 

 Kemudian menurut Erly Suandy (2014 : 9), “Atas pengertian 

tersebut dijelaskan sebagai berikut: “dapat dipaksakan” artinya: bila 
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utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan 

kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyandraan terhadap 

pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukan jasa timbal balik tertentu, 

seperti halnya dengan retribusi”. Menurut Mardiasmo (2013 : 1) dari 

definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur 

sebagai berikut : 

1) Iuran rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah 

negara, iuran tersebut beruba uang (bukan barang). 

2) Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau 

dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. 

3) Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara 

langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat 

ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 

4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni 

pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

2.1.2. Fungsi Pajak 

Ada dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016 : 4) yaitu : 

a. Fungsi Anggaran (Budgetair) 

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluarannya. 

b. Fungsi Mengatur (Regulerend) 

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 

kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 
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2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak 

Indonesia memiliki beberapa sistem pemungutan pajak yang pernah 

dilaksanakannya yaitu : 

a. Official Assessment System 

Adalah suatu sistem pemungutan dimana aparatur pajak 

menetapkan jumlah pajak yang terhutang dari wajib pajak.  

b. Self Assessment System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana waijb pajak 

menetapkan sendiri jumlah pajak terhutang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang – undangan perpajakan.  

c. With Holding System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak, dimana penghitungan 

pemotongan dan pembayaran pajak serta pelaporan pajak 

dipercayakan kepada pihak ketiga oleh negara.  

d. Full Self Assessment System 

Wajib pajak diberikan wewenang sepenuhnya untuk menentukan 

besar pajaknya. Wajib pajak aktif menghitung, memperhitungkan, 

menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. 

2.2.  Kajian atas Pajak Penghasilan (PPh) 

2.2.1. Pengertian PPh 

Penghasilan menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yang 

merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 

1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) adalah yaitu setiap tambahan 
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kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik 

yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat 

dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak 

yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. 

Sedangkan menurut PSAK Nomor 46 tentang Akuntansi Pajak 

Penghasilan menyatakan Pajak Penghasilan adalah pajak yang dihitung 

berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas 

penghasilan kena pajak perusahaan”. Dari definisi diatas, maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang 

dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima oleh 

subjek pajak tersebut dalam suatu tahun pajak. (Kaharuddin, 2018 : 9). 

Salah satu Undang – Undang Perpajakan yang berlaku di 

Indonesia adalah Undang Undang Perpajakan RI No. 36 tahun 2008 

tentang perubahan keempat atas Undang – Undang Perpajakan No. 7 

tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Perubahan Undang Undang 

Perpajakan ini bertujuan untuk melakukan penyempurnaan dari 

Undang Undang sebelumnya, seperti : 

a. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dan pengabdian peran 

serta warga negara dan anggota masyarakat bagi pembiayaan 

keperluan pemerintah dan pembangunan. 

b. Sistem Pemungutan pajak berubah dari official assessment system 

menjadi self assessment system. 
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Berdasarkan Undang Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008 

pasal 1, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas subjek 

pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun 

pajak. 

2.2.2. Objek PPh 

Menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak 

Penghasilan, Objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap 

tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh 

wajib pajak, baik yang berasal dari indonesia maupun dari luar 

indonesia, yang dapat dipakai atau dikonsumsi untuk menambah 

kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam 

bentuk apapun, termasuk : 

1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa. 

2) Hadiah yang diperoleh dalam suatu pekerjaan, misalnya hadiah 

undian maupun penghargaan. 

3) Penghasilan atau laba yang diperoleh dalam suatu pekerjaan 

ataupun kegiatan usaha. 

4) Bunga (diskonto, imbalan atas jaminan pengembalian utang, 

hingga premium). 

5) Dividen dengan nama atau dalam bentuk apapun. 

6) Royalti 

7) Sewa, dll. 
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2.2.3. Subjek PPh 

Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang memiliki 

potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk 

dikenakan Pajak Penghasilan. Subjek Pajak akan dikenakan Pajak 

Penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai 

dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jika Subjek Pajak telah 

memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif maka 

disebut Wajib Pajak. Berdasarkan domisilinya, subjek pajak terbagi 

menjadi dua, yaitu pajak penghasilan dalam negeri dan pajak 

penghasilan luar negeri. (Heru Tjaraka, 2018 : 3) 

Yang menjadi Subjek Pajak yaitu adalah sebagai berikut : 

1) Orang pribadi 

Orang pribadi adalah mereka yang bertempat tinggal di Indonesia 

ataupun diluar Indonesia, orang pribadi, sebagai subjek pajak tidak 

melihat batasan umur, jenjang sosial, ekonomi, dan kebangsaan atau 

kewarganegaraan. Dengan kata lain istilah orang pribadi yang 

menjadi Subjek Pajak PPh Indonesia berlaku semua untuk orang. 

2) Warisan 

Warisan adalah pajak yang dikenakan pada harta yang diterima 

oleh seseorang sebagai warisan dari seseorang yang telah meninggal. 

Pajak ini dikenakan pada harta yang diterima oleh penerima warisan, 

bukan pada harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. 
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Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan 

yang berhak. 

3) Badan 

 Pengertian badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang 

merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak 

melakukan usaha yang meliputi : Perseroan Terbatas, Perseroan 

komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dengan 

nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana 

pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, 

Organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, Lembaga, 

Bentuk Usaha Tetap dan bentuk lainnya termasuk reksadana. 

4) Bentuk Usaha Tetap (BUT) 

Pengertian BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh 

orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada 

diIndonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari 

dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak 

didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk 

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. 
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2.2.4. Tarif PPh 

Perubahan lapisan tarif pajak penghasilan orang pribadi 

menyangkut layer tarif dan batasan penghasilan. Dalam UU HPP 

sebagai berikut : 

Tabel 2.1 Tarif PPh 

Lapisan 

Tarif 
Rentang Penghasilan Tarif 

I 0-Rp 60 Juta 5% 

II >Rp 50-250 Juta 15% 

III >Rp250-500 Juta 25% 

IV >Rp 500 Juta – 5 Miliar 30% 

V >Rp 5 Miliar 35% 

Sumber : UU HPP No.7 Tahun 2021 

2.3.  Kajian atas PPh Pasal 21 

2.3.1. Pengertian PPh Pasal 21 

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 252 Tahun 2008, 

menyebutkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas 

penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan 

pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan 

dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh 

orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 21 Undang Undang Pajak Penghasilan sedangkan menurut 

Mardiasmo (2016:168), “Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak 

yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, 

tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan 
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dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak 

Orang Pribadi dalam negeri”. 

Pajak Penghasilan Pasal 21 mengatur pembayaran pajak dalam 

tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang 

diterima oleh wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan 

pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan berupa gaji, 

upah, honorarium, tunjangan, serta imbalan lainnya dalam bentuk dan 

nama apapun. Pajak Penghasilan Pasal 21 hanya dikenakan atas 

penghasilan orang pribadi dan dikenakan atas subjek pajak orang 

pribadi dalam negeri. Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 dikenakan 

tarif sesuai dengan pasal 17 Undang Undang Pajak Penghasilan, 

kecuali pada berbagai kegiatan yang dikenakan tarif sesuai dengan 

peraturan pemerintah. (Ratna, 2013 : 268) 

2.3.2. Objek PPh Pasal 21 

Objek pajak penghasilan pasal 21 di antaranya yaitu : 

a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik 

berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. 

b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima industry secara 

teratur berupa uang industry atau penghasilan sejenisnya. 

c. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan 

penghasilan sehubungan dengan industry yang diterima secara 

sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat industry, tunjangan 

hari tua. 
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d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa 

upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah industry atau upah 

yang dibayarkan secara bulanan. 

e. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, 

komisi, fee, dan imbalan sejenis dengan nama dan dalam bentuk 

apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan 

kegiatan yang dilakukan. 

f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, 

uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan 

dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan 

nama apapun. 

2.3.3. Subjek yang dikenakan PPh Pasal 21 

Jenis PPh 21 ini dikenakan pada wajib orang pribadi yang 

menerima penghasilan seperti penjelasan definisi PPh tersebut. 

Kategori subjek yang dikenakan PPh 21 ini seperti : 

1) Pegawai 

2) Bukan pegawai 

3) Penerima pensiun maupun pesangon 

4) Anggota dewan komisaris, mantan pekerja dan peserta kegiatan. 

2.3.4. Subjek Pemotong PPh Pasal 21 

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 16/PJ/2016, 

Pemotong PPh Pasal 21 terdiri dari : 

1) Pemberi kerja yang terdiri dari : 
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1. Orang pribadi 

2. Badan 

3. Cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan 

sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan 

pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan 

pembayaran lain. 

2) Bendahara dan pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara 

atau pemegang kas pada pemerintah pusat termasuk institusi 

TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga 

Pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan 

Besar RI di luar negeri, yang membayarjan gaji, upah, 

honorarium, tynjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan 

dalam bentuk apapun sehububgan dengan pekerjaan atau jabatan, 

jasa, dan kegiatan. 

3) Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, 

dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara 

berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. 

4) Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan 

bebas serta badan yang membayar honorarium 

5) Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi 

yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang 

pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, 

yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam 
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bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi berkenaan 

dengan suatu kegiatan. 

2.3.5. Tarif PPh Pasal 21 

Pemerintah melakukan perubahan yang cukup signifikan terkait 

ketentuan perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi 

Perpajakan atau biasa dikenal pula UU HPP. Adapun perubahan 

ketentuan perpajakan yang cukup menonjol adalah tarif pajak orang 

pribadi yang sebelumnya diatur dalam Pasal 17 UU Pajak Penghasilan 

(UU PPH). Berikut ini adalah dafar tarif PPh 21 terbaru 2022 yang 

berlaku yaitu : 

Tabel 2.2 Tarif PPh 21 

Lapisan Penghasilan 

Kena Pajak 
Tarif 

Rp0 – Rp60.000.000 5% 

Rp60.000.000 – Rp250.000.000 15% 

Rp250.000.000 – Rp500.000.000 25% 

Rp500.000.000 – Rp5.000.000.000 30% 

>Rp5.000.000.000 35% 

Sumber : UU HPP No.7 Tahun 2021 

2.4.  Kajian atas PPh Pasal 22 

2.4.1. Pengertian PPh Pasal 22 

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap 

objek pajak atas penghasilan yang diterima atau dipeolehnya dalam 

suatu tahun pajak. PPh Pasal 22 merupakan pembayaran pajak 

penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh bendharawan 
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pemerinntah baik pusat maupun daerah, instansi atau lembaga 

pemerintah, dan lembaga-lembaga lainnya sehubungan dengan 

pembayaran atas penyerahan barang, atau badan-badan tertentu, baik 

badan pemerintah atau swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang 

impor atau kegiatan usaha di bidang lain. (Azis & Budiarso, 2016, : 2) 

2.4.2. Objek PPh Pasal 22 

Objek PPh Pasal 22 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

34/PMK.010/2017 adalah : 

a. Impor barang dan ekspor barang komoditas tambang batubara, 

mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh 

eksportir. 

b. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara 

pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai 

pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, 

Instansi atau lembaga Pemerintah, dan lembaga-lembaga negara 

lainnya. 

c. Pembayaran atas pembelian barang dengan mekanisme uang 

persediaan (UP) yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran. 

d. Pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga dengan 

mekanisme pembayaran langsung (LS) oleh KPA atau pejabat 

penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA. 
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e. Pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk 

keperluan kegiatan usahanya BUMN (Badan Usaha Milik Negara); 

diatur dalam pasal 22. 

f. Penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh 

badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, 

industri kertas, industri baja, yang merupakan industri hulu, 

industri otomotif, dan industri farmasi. 

g. Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal 

Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan 

importir umum kendaraan bermotor. 

h. Penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh 

produsen atau importir. 

i. Pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan 

industrinya atau ekspornya oleh industri dan eksportir yang 

bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, 

peternakan, dan perikanan. 

j. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah yang dilakukan 

oleh wajib pajak badan; diatur dalam pasal 22 ayat 1. 

2.4.3. Subjek yang dikenakan PPh Pasal 22 

Jenis PPh 22 ini dikenakan pada wajib pajak badan-badan 

usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan 

kegiatan perdagangan ekspor, impor dan re-impor. 
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2.4.4. Subjek Pemotong PPh Pasal 22 

Subjek yang memotong PPh Pasal 22 ini terbagi menjadi dua 

kategori utama, yakni : 

1) Pemungut atau yang memotong PPh 22 : 

a. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) 

atas objek PPh Pasal 22 impor barang. 

b. Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 

sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah 

Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah dan lembaga-

lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas 

pembelian barang. 

c. Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas 

pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang 

persediaan (UP). 

d. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat 

Perintah Membayar yang diberikan delegasi oleh Kuasa 

Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran 

atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan 

dengan mekanisme pembayaran langsung (LS). 

e. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu badan usaha yang 

seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara 

melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan 

negara yang dipisahkan. 
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f. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, 

perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, atas 

pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk 

keperluan industrinya atau ekspornya. 

g. Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian 

komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral 

bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin 

usaha pertambangan. 

2) Wajib pajak badan atau perusahaan swasta yang wajib memungut 

Pajak Penghasilan Pasal 22 saat penjualan : 

a. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, 

industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri 

farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di 

dalam negeri. 

b. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang 

Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas 

penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri. 

c. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, 

dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar 

gas, dan pelumas; 

d. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja 

yang merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang 

terintegrasi dengan industri hilir; 
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e. Pedagang pengumpul berupa badan atau orang pribadi yang 

kegiatan usahanya : 

1) Mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, 

peternakan, dan perikanan; 

2) Menjual hasil tersebut kepada badan usaha industri dan 

eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, 

perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. 

f. Sesuai dengan PMK No. 90/PMK.03/2015, pemerintah 

menambahkan pemungut PPh Pasal 22 dengan wajib pajak 

badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat 

mewah. 

2.4.5. Tarif PPh Pasal 22 

Besarnya pungutan PPh Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut : 

1) Atas impor : 

a. yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API) = 2,5% x 

nilai impor; 

b. non-API = 7,5% x nilai impor; 

c. yang tidak dikuasai = 7,5% x harga jual lelang. 

2) Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara 

Pemerintah, BUMN/BUMD = 1,5% x harga pembelian (tidak 

termasuk PPN dan tidak final.) 

3) Atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan Keputusan 

Direktur Jenderal Pajak, yaitu : 
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a. Kertas = 0.1% x DPP PPN (Tidak Final) 

b. Semen = 0.25% x DPP PPN (Tidak Final) 

c. Baja = 0.3% x DPP PPN (Tidak Final) 

d. Otomotif = 0.45% x DPP PPN (Tidak Final) 

4) Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh 

produsen atau importir bahan bakar minyak,gas, dan pelumas 

adalah sebagai berikut : 

a. Pungutan PPh Pasal 22 kepada penyalur/agen, bersifat final. 

Selain penyalur/agen bersifat tidak final 

5) Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor 

dari pedagang pengumpul ditetapkan = 0,25 % x harga pembelian 

(tidak termasuk PPN) 

6) Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang 

menggunakan API = 0,5% x nilai impor. 

7) Atas penjualan : 

a. Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp 

20.000.000.000,- 

b. Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 

10.000.000.000,- 

c. Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga 

pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,- dan luas 

bangunan lebih dari 500 m2. 
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d. Apartemen, kondominium,dan sejenisnya dengan harga jual 

atau pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,- dan/atau 

luas bangunan lebih dari 400 m2. 

e. Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang 

dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle(suv), 

multi purpose vehicle (mpv), minibus dan sejenisnya dengan 

harga jual lebih dari Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) 

dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc. Sebesar 5% 

dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM. 

Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar 

penghitungan Bea Masuk yaitu Cost Insurance and Freight (CIF) 

ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di 

bidang impor. Besarnya tarif pemungutan sebagaimana dimaksud di 

atas yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor 

Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif 

yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan 

Nomor Pokok Wajib Pajak. Ketentuan ini berlaku untuk pemungutan 

Pajak Penghasilan Pasal 22 yang bersifat tidak final. (Dhea Dypta 

Larassaty, 2015 : 18) 
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2.5.  Kajian atas PPh Pasal 23 

2.5.1. Pengertian PPh Pasal 23 

Menurut Resmi (2019 : 309):Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah 

pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh 

Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan) dan bentuk usaha 

tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara 

kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. PPh Pasal 23 ini 

dibayar atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam 

negeri, penyelenggara kegitan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan 

perusahaan luar negeri lainnya. (Salsabila Mahira, 2022 : 78) 

2.5.2. Objek Pajak PPh Pasal 23 

Objek Pajak Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 stdd UU No. 

7 Tahun 2021 Pasal 23 (1) yaitu : 

1) Dividen 

2) Bunga 

3) Royalti 

4) Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah 

dipotong PPh Pasal 21 

5) Sewa dan penghasila lain sehubungan dengan penggunaan harta, 

kecuali yang dikenai PPh Pasal 4 ayat (2) 

6) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa 

kontruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah 

dipotong PPh Pasal 21 
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2.5.3. Subjek Pemotong PPh Pasal 23 

Menurut Abimanyu (2016:303), Subjek pajak PPh Pasal 23, 

yaitu sebagai berikut : 

1) Badan pemerintah 

2) Subjek pajak badan dalam negeri 

3) Penyelenggaraan kegiatan 

4) Bentuk Usaha Tetap (BUT) atau Perwakilan perusahaan luar 

negeri lainnya 

5) Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang ditunjuk 

oleh Dirjen Pajak, yaitu : 

a. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, PPAT (kecuali Camat), 

pengacara, konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas 

b. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang 

menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa 

2.5.4. Tarif PPh Pasal 23 

Besarnya tarif pemotongan pajak Menurut UU Nomor 36 

Tahun 2008 stdd UU No.7 Tahun 2021, Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 141/PMK.03/2015,se-53/PJ/2009 yaitu : 

a.) Bagi yang memiliki NPWP 

1) Sebesar 15% dari jumlah bruto, atas dividen, bunga, royalty, 

serta hadiah, penghargaan, bous, dan sejenisnya. 

2) Sebesar 2% dari jumlah bruto atas : 
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a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan 

penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan 

b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, 

jasa kontruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa 

yang telah dipotong PPh Pasal 21 

b.) Bagi yang tidak memiliki NPWP 

Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh 

penghasilan tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan 

adalah lebih tinggi 100% dari pada tarif normal 

2.6.  Kajian atas PPh Pasal 4 Ayat (2) 

2.6.1. Pengertian PPh Pasal 4 ayat (2) 

Pajak penghasilan Pasal 4 Ayat (2) dikenakan pada jenis 

tertentu dari penghasilan berupa bunga dari deposito, bunga dari 

obligasi, bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi kepada 

anggota masing-masing, hadiah berupa undian, transaksi saham, 

transaksi derivatif perdagangan di bursa, transaksi penjualan saham 

atau pengalihan ibukota mitra perusahaan yang diterima oleh 

perusahaan modal usaha, transaksi atas pengalihan aset dalam bentuk 

tanah atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, usaha 

sewa atas tanah atau bangunan, penghasilan tertentu lainnya, 

sebagaimana diatur dalam atau sesuai dengan Peraturan Pemerintah. 

(Hakim, 2013, : 3) 
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2.6.2. Objek PPh Pasal 4 ayat (2) 

Objek pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atau PPh Final ini 

dikenakan pada jenis tertentu dari penghasilan atau pendapatan berupa: 

a. Penghasilan berupa bunga dari deposito dan jenis-jenis tabungan 

lainnya serta diskonto sertifikat Bank Indonesia. 

b. Penghasilan berupa bunga dari obligasi swasta dan obligasi negara 

(SUN/Surat Utang Negara). 

c. Penghasilan berupa bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh 

koperasi kepada anggota masing-masing. 

d. Penghasilan berupa hadiah berupa lotre/undian. 

e. Penghasilan dari transaksi saham/dividen dan surat berharga 

lainnya. 

f. Penghasilan dari transaksi industri perdagangan di bursa. 

g. Penghasilan dari transaksi penjualan saham atau pengalihan 

penyertaan modal pada perusahaan mitranya yang diterima oleh 

perusahaan modal ventura. 

h. Penghasilan dari transaksi atas pengalihan hak atas tanah dan/atau 

bangunan. 

i. Penghasilan dari usaha jasa konstruksi. 

j. Penghasilan dari usaha real estate. 

k. Penghasilan dari sewa atas tanah dan/atau bangunan. 

l. Pendapatan tertentu lainnya, sebagaimana diatur dalam atau sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah. 
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2.6.3. Subjek yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) 

Jenis PPh Pasal 4 ayat (2) atau PPh Final ini dikenakan pada 

wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis 

penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat 

final. 

2.6.4. Subjek Pemotong PPh Pasal 4 ayat (2) 

Pemungutan jenis PPh Pasal 4 ayat (2) atau PPh Final 

dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan 

pembayaran untuk objek tertentu. Pihak pemungut ini terdiri dari wajib 

pajak badan yang ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 4 ayat (2) dan 

wajib pajak orang pribadi yang merupakan pemungut PPh pasal 4 ayat 

(2) tanpa ditunjuk, di antaranya : 

1) Wajib Pajak Badan 

 Sebagai pemungut, wajib pajak badan ini ditunjuk untuk 

memotong jenis PPh Pasal 4 ayat (2), di antaranya : 

a. Penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran 

yang ditunjuk. 

b. Perusahaan efek, dealer, atau bank, selaku pedagang perantara 

dan/atau pembeli. 

c. Koperasi yang melakukan pembayaran bunga simpanan 

kepada anggota koperasi orang pribadi. 

d. Penyelenggara undian. 
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e. Pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk sekali 

pembayar dividen. 

f. Pengusaha jasa pada saat pembayaran, dalam hal pengguna 

jasa merupakan pemotong pajak 

2) Wajib Pajak Orang Pribadi 

 Sebagai pemungut, wajib pajak orang Pribadi tidak ditunjuk 

untuk memotong PPh Pasal 4 ayat (2), di antaranya : 

a. Disetor sendiri oleh penyedia jasa, dalam hal pengguna jasa 

bukan merupakan pemotong pajak. 

b. Bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran atau 

pejabat yang menyetujui tukar menukar untuk objek pajak 

pengalihan hak atas tanah/bangunan. 

3) Wajib pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong jenis 

PPh Pasal 4 ayat (2) adalah : 

a. Akuntan, arsitek, notaris, PPAT (Pejabat Pembuat Akta 

Tanah) kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan 

konsultan yang melakukan pekerjaan bebas. 

b. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang 

menyelenggarakan pembukuan, yang telah terdaftar sebagai 

wajib pajak dalam negeri 
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Apabila WP menerima penghasilan yang merupakan objek 

jenis PPh Pasal 4 ayat (2) dan pihak pemberi penghasilan adalah orang 

pribadi (bukan pemotong), maka WP tersebut wajib menyetor sendiri 

PPh Pasal 4 ayat (2) tersebut. 

2.6.5. Tarif PPh Pasal 4 ayat (2) 

Besarnya Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima 

dan/atau diperoleh Wajib Pajak berupa Bunga Obligasi adalah : 

1) Bunga dari Obligasi dengan kupon sebesar : 

a. 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan 

bentuk usaha tetap; dan 

b. 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan 

persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak 

luar negeri selain bentuk usaha tetap, dari jumlah bruto bunga 

sesuai dengan masa kepemilikan Obligasi; 

2) Diskonto dari Obligasi dengan kupon sebesar : 

a. 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan 

bentuk usaha tetap; dan 

b. 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan 

persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak 

luar negeri selain bentuk usaha tetap, dari selisih lebih harga 

jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, tidak 

termasuk bunga berjalan; 

 



40 
 

 

3) Diskonto dari Obligasi tanpa bunga sebesar : 

a. 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan 

bentuk usaha tetap; dan 

b. 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan 

persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak 

luar negeri selain bentuk usaha tetap, dari selisih lebih harga 

jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi; dan 

4) Bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau 

diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada Otoritas Jasa 

Keuangan sebesar : 

a. 5% (lima persen) untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 

2020; dan 

b. 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya. 

2.7.  Kajian atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

2.7.1. Pengertian Pajak PPN 

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang 

perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang 

pajak pertambahan nilai dan jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah 

yaitu PPN adalah pajak konsumsi barang dan jasa di daerah pabean 

yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan 

distribusi. Secara umum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terdiri dari 

dua komponen yaitu Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. 
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Menurut Ketentuan Umum pasal 1 ayat 22 UU No.8 Tahun 

1983 mengatakan bahwa Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan 

Nilai yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak pada waktu 

penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dan Menurut UU 

PPN No. 42 tahun 2009 Pasal 1 ayat 24 mengatakan bahwa Pajak 

Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah 

dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena 

Pajak dan/atau Penerimaan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan 

Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah Pabean dan/atau 

impor Barang Kena Pajak. (Lalujan, 2013 : 142) 

2.7.2. Objek Pajak PPN 

Objek pajak pertambahan nilai yang diakui oleh Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 2009 dengan Pasal 4, Pasal 16 C, dan 16 D 

tentang Pajak Pertambahan Nilai adalah : 

1) Penyerahan Barang Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang 

dilakukan oleh Pengusaha; 

2) Impor Barang Kena Pajak; 

3) Penyerahan Jasa Kena Pajak didalam daerah pabean yang 

dilakukan oleh pengusaha; 

4) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah 

Pabean di dalam daerah Pabean; 

5) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar daerah pabean didalam 

Daerah Pabean; 
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6) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak. 

7) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena 

Pajak. 

2.7.3. Subjek Pajak PPN 

Secara lebih detail, subjek PPN (orang yang kena PPN) 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu :  

1) Pengusaha Kena Pajak (PKP) 

PPN dipungut oleh PKP dalam kondisi berikut : 

a. PKP melakukan penyerahan BKP atau JKP 

b. PKP melakukan ekspor BKP, ekspor BKP Tidak Berwujud, 

ekspor JKP 

2) Non PKP 

 Aturan mengenai ini tertuang dalam dalam UU Nomor 42 

Tahun 2009 (UU PPN) Pasal 4 Ayat (1) huruf b dan huruf e, serta 

Pasal 16C. PPN akan tetap terutang walaupun yang melakukan 

kegiatan bukanlah PKP, dalam kondisi : 

a. Impor BKP 

b. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di 

dalam daerah pabean 

c. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah 

pabean 

d. Melakukan kegiatan pembangunan 
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2.7.4. Tarif Pajak PPN 

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 

Peraturan Perpajakan, Tarif PPN yaitu sebagai berikut : 

1) Tarif PPN adalah 11% 

2) Tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas : 

a. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud 

b. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud 

c. Ekspor Jasa Kena Pajak 

3) Tarif PPN 11% untuk penyerahan dalam negeri, tarif PPN 0% 

untuk ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud dan 

ekspor jasa kena pajak serta tarif pajak dapat berubah dari minimal 

5% sampai maksimal 15%. 

2.8.  Kajian atas E-Bupot Unifikasi Instansi Pemerintah 

2.8.1. Pengertian E-Bupot Unifikasi Instansi Pemerintah 

Pengertian Aplikasi e-Bupot Unifikasi Menurut PER-

24/PJ/2021 Aplikasi e-Bupot Unifikasi adalah perangkat lunak yang 

disediakan di laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran 

tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang dapat 

digunakan untuk membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi, 

serta mengisi, dan menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi. Sama 

halnya dengan e-Bupot PPh 23, namun e-Bupot Unifikasi di dalamnya 

memuat pelaporan berbagai jenis pajak yaitu PPh Pasal 4 ayat (2), PPh 

Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26.  
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Untuk dapat menggunakan aplikasi e-Bupot unifikasi, Wajib 

Pajak yang memenuhi kriteria untuk membuat bukti potong/pungut 

dan SPT Masa PPh Unifikasi dalam bentuk dokumen elektronik, harus 

memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

a.) Telah memiliki E-FIN untuk menggunakan akun DJP Online. 

b.) Memiliki Sertifikat Elektronik, dan 

c.) Ditetapkan melalui keputusan Direktur Jenderal Pajak. 

E-FIN (Electronic Filing Identification Number) adalah 10 

digit nomor identitas yang diterbitkan oleh djp kepada wajib pajak. 

Adapun sertifikat elektronik yang digunakan untuk aplikasi e-Bupot 

Unifikasi sama persis dengan sertifikat elektronik yang digunakan 

untuk aplikasi e-faktur ataupun e-Bupot PPh Pasal 23/26. Namun bagi 

Wajib Pajak yang belum memiliki sertifikat elektronik ataupun 

sertifikatnya sudah kadaluarsa, maka dapat mengajukan permintaan 

sertifikat elektronik tersebut secara elektronik atau tertulis ke KPP 

tempat Wajib Pajak terdaftar atau KP2KP yang wilayah kerjanya 

meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak. 

(Dhaniswara, 2021 :15) 

Aplikasi e-Bupot unifikasi ini juga dapat digunakan untuk 

membuat bukti potong PPh unifikasi berformat standar dan 

menyampaikan SPT masa PPh unifikasi yang meliputi PPh Pasal 4 

ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26. 

Sebelum menggunakan aplikasi ini pastikan pemotong/pemungut telah 
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memiliki EFIN (Electronic Filing Identification Number) / Nomor 

Identitas Pajak Online untuk dapat menggunakan layanan djp-online 

dan sertifikat elektronik yang masih berlaku. Pada aplikasi e-bupot 

unifikasi terdapat 6 (enam) tahapan utama yang harus dilakukan secara 

berurutan yaitu : 

1.) Login  

 Tahapan utama yang pertama adalah login. Untuk login 

aplikasi e-bupot unifikasi silahkan kunjungi www.pajak.go.id 

kemudian pilih menu login yang dipojok kanan atas, lalu isikan 

nomor NPWP, password dan kode keamanan kemudian klik 

tombol login. Bagi pemungut/pemotong yang pertama kali 

menggunaan aplikasi e-bupot ini harus mengaktivitasi fitur e-

bupot unifikasi terlebih dahulu. 

2.) Pengaturan penandatangan 

 Tahapan utama yang kedua adalah pengaturan 

penandatanganan. Untuk melakukan pengaturan penandatanganan 

silahkan pilih menu pengaturan. Pada menu ini bisa berfungsi 

untuk mengaktifkan atau menonaktifkan nama penandatangan 

bukti potong, bukti pungut dan penandatanganan SPT yang telah 

direkam. Menu ini diperlukan hanya saat awal atau hanya ketika 

terjadi perubahan penandatanganan bukti potong, bukti pungut, 

dan penandatanganan SPT.  

 



46 
 

 

3.) Pembuatan bukti potong dan perekaman pph disetor sendiri 

 Tahapan utama yang ketiga adalah perekaman PPh yang 

disetor sendiri dan pembuatan bukti potong. Untuk melakukan 

perekaman data bukti setor atas PPh yang disetorkan sendiri atau 

bukti potong pilih menu pajak penghasilan. Pada proses rekam ini 

terdapat 2 (dua) metode yaitu metode key in dan metode import 

data PPh. Metode import data PPh dengan menggunakan skema 

excel dan ini hanya dapat digunakan untuk wajib pajak yang lagi 

membuat bukti potong selain pph yang disetor sendiri. 

4.) Proses posting 

 Tahapan utama yang ke empat adalah proses posting 

dengan cara pilih sub menu pajak penghasilan. Proses posting ini 

dilakukan untuk mengirimkan data bukti potong PPh yang telah 

diterbitkan agar masuk ke dalam draf SPT.  

5.) Penyiapan SPT 

 Tahapan utama yang ke lima adalah penyiapan SPT. Pada 

tahap ini pemungut/pemotong akan diminta untuk melakukan 

perekaman bukti penyetoran dan melengkapi isian draf SPT masa 

pph unifikasi untuk melakukan perekaman bukti penyetoran pilih 

menu SPT masa kemudian sub menu perekamam bukti 

penyetoran. Silahkan mengecek tagihan dan ringkasan 

pembayaran dan merekam bukti penyetoran pada kolom 

pengisian yang tersedia dengan terlebih dahulu memilih tahun 
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pajak dan masa pajak. Sedangkan untuk penyiapan SPT masa pph 

unifikasi dapat menuju sub menu penyiapan SPT masa pph 

unifikasi kemudian tekan tombol aksi dan lengkapi SPT. Pada 

tahap ini pemungut/pemotong juga dapat melengkapi bagian-

bagian SPT yang tidak dapat dibentuk secara otomatis pada 

penginputan bukti potong seperti perekaman jumlah DPP (Dasar 

Pengenaan Pajak) dan nilai pph dipotong untuk bunga deposito 

tabungan, diskonto SBI (Sertifikat Bank Indonesia) dan lain 

sebagainya yang diterbitkan melalui dokumen yang dipersamakan 

dengan bukti potong. 

6.) Pengiriman SPT 

 Setelah tahapan perekaman bukti penyetoran dan penyiapan 

SPT masa PPh unifikasi selesai dilakukan dapat langsung 

memasuki tahapan yang terakhir yaitu pengiriman SPT. Untuk 

melakukan tahapan pengiriman SPT pemotong/pemungut dapat 

menuju menu SPT masa penyiapan SPT masa PPh unifikasi. 

Kemudian tekan tombol aksi kirim SPT. Pada tahap ini 

pemotong/pemungut akan diminta untuk memasukan tas price 

dan sertifikat elektronik sebagai konfirmasi pengiriman SPT, data 

SPT yang berhasil dikirimkan dapat di lihat pada menu dashoard. 
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2.8.2. Manfaat E-Bupot 

Menurut Angga Sukma Dhaniswara, Secara umum aplikasi E-

Bupot memberi wajib pajak/pemotong setidaknya enam keuntungan 

yaitu sebagai berikut : 

1) Antarmuka yang ramah pengguna. 

2) Tidak termasuk proses instalasi, 

3) ini berbasis web, jadi ramah seluler. 

4) Pengurangan beban administrasi. 

5) Keamanan data terjamin karena data disimpan di server Ditjen 

Pajak. 

6) Akun pribadi yang cukup dengan akun online DJP.. 

2.9.  Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam 

melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang 

digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan dari penelitian 

terdahulu, penulis tidak tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama 

seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa 

penelitian sebagai referensi dalam memeperkaya bahan kajian pada penelitian 

penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal 

terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu : 
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Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu 

No Nama dan 

Tahun 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 
Hasil 

1 Novianty, 

F., Afifah, 

N., & Sari, 

S. N. (2022) 

Analisis 

Penerapan 

Bukti Potong 

Elektronik PPh 

Pasal 23 Di 

IMB Group  

Deskriptif 

Kualitatif 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

dalam penerapan e-Bupot IMB Group 

menerapkan sejak September 2020, 

penerapan e-Bupot dalam pembuatan 

bukti potong dan pelaporan telah 

diterapkan sesuai dengan aturan yang 

berlaku. Penerapan bukti potong 

elektronik Pajak Penghasilan Pasal 23 

ini memiliki perbedaan yang signifikan 

dengan aplikasi yang sebelumnya yang 

lebih memudahkan bagi wajib pajak. 

 

2 Mahirah, S. 

(2022) 

Analisis 

Penerapan 

Witholding 

Tax System 

Pajak 

Penghasilan 

Pasal 23 Pada 

Jeffry Susilo & 

Partner Tax 

Consulting 

Deskriptif 

Kualitatif 

Hasil penelitian menunjukkan 

pemotongan pajak dan pencatatan 

akuntansi pajak Jeffry Susilo & Partner 

Tax Consulting telah melakukan 

penerapan witholding tax system yang 

baik dan benar sesuai dengan ketentuan 

perpajakan yang berlaku. 
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No Nama dan 

Tahun 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 
Hasil 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Putra, A. A. 

G. E. S., 

Mahyuni, L. 

P., & Putra, 

A. A. M. S. 

(2021) 

Menakar 

Penerimaan 

Wajib Pajak 

atas e-Bupot 

dengan 

Pendekatan 

Technology 

Acceptance 

Model 

Deskriptif 

Kualitatif 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pengguna memahami aturan dan tujuan 

dari penerapan aplikasi e-Bupot. 

Informan penelitian ini menilai e-Bupot 

berguna dan mudah digunakan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini bertempat di Jl. Letjend MT Haryono No.74, 

Saditan, Brebes, Kec. Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52212. 

3.2.  Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama empat bulan, terhitung dari bulan 

Februari sampai dengan bulan Mei 2023. 

3.3.  Jenis Data 

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data kualitatif 

Pengertian data kualitatif menurut Sugiyono (2015), “Data kualitatif 

adalah data yang berbentuk kata, skema, dan gambar”. Yang termasuk data 

kualitatif dalam penelitian ini yaitu terkait hasil wawancara dengan Bapak 

Rifki Azwar tentang Analisis Penerapan Bukti Potong (E-Bupot) Unifikasi 

Instansi Pemerintah (IP) Pada Satuan Kerja Badan Pusat Statistik (BPS) 

Kabupaten Brebes. 

3.4.  Sumber Data 

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu : 

a.) Data Primer 

 Pengertian data primer menurut Sugiyono (2015), “Data primer 

adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul 

data”. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber 
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pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Data primer yang di 

hasilkan dari penelitian ini yaitu data dari hasil wawancara langsung 

dengan staf Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes terkait dengan 

Penerapan bukti potong (e-bupot) Unifikasi Instansi Pemerintah (IP) 

Pada Satuan Kerja Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Brebes. 

b.) Data Sekunder  

Pengertian data sekunder menurut Sugiyono (2015), “Data 

sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen”.  

Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer, dimana data ini 

bisa diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, 

buku, dan lain sebagainya. Data sekunder yang di hasilkan dari penelitian 

ini yaitu jurnal, e-book, buku cetak, dan lain sebagainya. 

3.5.  Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data-data atau keterangan yang diperlukan dalam 

penelitian ini, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Observasi (pengamatan), Interview (wawancara), Dokumentasi, dan Studi 

Pustaka. Alasan mengapa mengambil 4 (empat) metode ini yaitu karena 

peneliti Kesulitan dalam mengidentifikasi tujuan penelitian yang spesifik, 

Membutuhkan pemahaman yang lebih detail, Butuh pendekatan yang lebih 

update dari suatu fenomena, dan Butuh mempelajari konteks penelitian yang 

saling berkaitan, yaitu sebagai berikut : 
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1.) Observasi 

 Menurut Riyanto (2010 : 96), “Observasi merupakan metode 

pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung 

maupun tidak langsung”. Pada penelitian ini peneliti mengamati secara 

langsung kegiatan penggunaan Aplikasi E-Bupot Unifikasi Instansi 

Pemerintah (IP) di Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Brebes. 

2.) Wawancara 

 Menurut Sugiyono (2015:231), “Wawancara adalah teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan 

untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, ataupun apabila 

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari respoden yang lebih mendalam”. 

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pegawai 

bagian Tata Usaha (TU) mengenai Penerapan Bukti Potong Elektronik 

(E-Bupot) Unifikasi Instansi Pemerintah (IP) di Badan Pusat Statistik 

(BPS) Kabupaten Brebes. 

3.) Dokumentasi 

  Menurut Sugiyono (2018 : 476), “Dokumentasi adalah suatu cara 

yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk 

buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan 

serta keterangan yang dapat mendukung penelitian”. 

4.) Studi Pustaka 

  Menurut Sugiyono (2018), studi kepustakaan berkaitan dengan 

kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan 
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norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi 

kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini 

dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur Ilmiah. 

Data diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaitkan literatur yang 

berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi yakni literatur tentang 

penerapan aplikasi bukti potong (e-bupot) Unifikasi Instansi Pemerintah 

(IP). Langkah ini dipakai sebagai landasan teoritis serta pedoman dalam 

menganalisa masalah, hal ini yang dapat menunjang dalam penyusunan 

Tugas Akhir. 

3.6.  Metode Analisis Data 

Dalam Penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah analisis 

deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang 

berupaya untuk mengungkapkan keadaan atau kondisi yang terjadi saat 

sekarang dengan mempertimbangkan keadaan dimasa lampau. Sedangkan 

menurut Sugiyono (2013), “Metode kuantitatif adalah penelitian dengan 

memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang 

diangkakan”. 

Langka-langkah dalam metode analisis deskriptif kualitatif Menurut 

Sugiyono (2018 : 338) yaitu sebagai berikut : 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data-data atau 

fakta-fakta yang digunakan untuk bahan penelitian. Metode 
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pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini diperoleh melalui 

penelitian lapangan seperti : 

a.) Observasi 

 Yaitu dengan melakukan pengamatan langsung terhadap 

pelaksanaan penerapan bukti potong elektronik (e-Bupot) Unifikasi 

Instansi Pemerintah (IP) Pada Satuan Kerja Badan Pusat Statistik 

(BPS) Kabupaten Brebes. 

b.) Wawancara 

 Yaitu dengan mengajukan tanya jawab dengan staf Badan 

Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Brebes yang diajukan untuk 

penerapan bukti potong elektronik (e-Bupot) Unifikasi Instansi 

Pemerintah (IP). 

2. Reduksi Data 

  Menurut Sugiyono (2018:247-249), “Reduksi data adalah proses 

pemilihan, pemustan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan 

transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di 

lapangan”. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama pengumpulan 

data kualitatif dilakukan. Dalam kegiatan reduksi data, dilakukan 

pemilihan-pemilihan tentang bagaimana penerapan bukti potong 

elektronik (e-Bupot) yang perlu dibuang, dan diringkas. Oleh karena itu, 

kegiatan ini ditunjukkan untuk menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data 

sebagai bahan penarikan kesimpulan. 
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3. Penyajian Data 

  Menurut Sugiyono (2015:249): Dalam penelitian kualitatif 

penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Penyajian data 

merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian 

yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan 

tujuan yang diinginkan. Penyajian data yang diperoleh dari hasil 

observasi dan wawancara penelitian ini, yaitu penyajian data dalam 

bentuk tabel yang diberisikan tentang analisis perbandingan penerapan e-

Bupot unifikasi antara Peraturan Dirjen Pajak No. PER-24/PJ/2021 

dengan penerapan yang ada di BPS Kabupaten Brebes. 

4. Penarikan Kesimpulan 

  Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Menurut Sugiyono (2015:252), “Penarikan 

kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami 

makna atau arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan,alur sebab akibat atau 

proposisi”. Dari hasil penelitian ini maka dapat di simpulkan bahwa BPS 

sudah menerapkan aplikasi bukti potong (e-Bupot) Unifikasi Instansi (IP) 

sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-24/PJ/2021. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

4.1.  Gambaran Umum Objek Penelitian 

Badan Pusat Statistik (BPS) adalah Lembaga Pemerintah Non 

Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. 

Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan 

UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomor 7 Tahun 1960 

tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU Nomor 

16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindaklanjuti 

dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat 

Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik. 

Berdasarkan undang-undang yang telah disebutkan di atas, peranan 

yang harus dijalankan oleh BPS adalah sebagai berikut : 

a. Menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini 

didapatkan dari sensus atau survey yang dilakukan sendiri dan juga dari 

departemen atau lembaga pemerintahan lainnya sebagai data sekunder. 

b. Membantu kegiatan statistik di kementrian, lembaga pemerintah atau 

institusi lainnya, dalam membangun sistem perstatistikan nasional. 

c. Mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodologi 

statistik, dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan 

pelatihan statistik. 
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d. Membangun kerjasama dengan institusi internasional dan negara lain 

untuk kepentingan perkembangan statistik Indonesia. 

4.2.  Hasil Analisis Data 

4.2.1. Objek Pajak PPh Unifikasi 

BPS Kabupaten Brebes dalam hal ini Bendahara Pengeluaran 

merupakan pemotong/pemungut pajak atas belanja yang dibebankan 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Secara rutin 

Bendahara memungut/memotong pajak tiap bulannya seperti :  

a.) Gaji induk bulan april dan tunjangan pegawai Badan Pusat 

Statistika yang dikenakan PPh Pasal 21 dengan tarif sebesar 5% dari 

penghasilan bruto 

b.) Honor-honor narasumber sosialisasi ST2023 yang dikenakan PPh 

Pasal 21 dengan tarif sebesar 5% dari penghasilan bruto. 

c.) Gaji THR 2023 yang dikenakan PPh Pasal 21 dengan tarif sebesar 

5% dari penghasilan bruto. 

d.) Honor-honor pengolahan seruti Triwulan I 2023 yang dikenakan 

PPh Pasal 21 dengan tarif sebesar 5% dari penghasilan bruto. 

e.) Honor Petugas Susenas Maret dan Seruti Tw I 2023 yang dikenakan 

PPh Pasal 21 dengan tarif sebesar 5% dari penghasilan bruto. 

f.) UD Kurniawan (Pengadaan ATK) yang dikenakan PPh Pasal 22 

dengan tarif sebesar 1,5% dari harga pembelian, tidak termasuk 

PPN dan tidak final. 
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g.) Smart System (Pengadaan komputer supplies) yang dikenakan PPh 

Pasal 22 dengan tarif sebesar 1,5% dari harga pembelian, tidak 

termasuk PPN dan tidak final. 

h.) Syauqi (Pengadaan Seminar Kit FGD) yang dikenakan PPh Pasal 22 

dengan tarif sebesar 1,5% dari harga pembelian, tidak termasuk 

PPN dan tidak final. 

i.) Syauqi (Pengadaan Perlengkapan Pelatihan FKP) yang dikenakan 

PPh Pasal 22 dengan tarif sebesar 1,5% dari harga pembelian, tidak 

termasuk PPN dan tidak final. 

j.) Doddy Motor (Servis motor dinas) yang dikenakan PPh Pasal 23 

dengan tarif 2% dari penghasilan bruto. 

k.) Berkah FC (Fotocopy) yang dikenakan PPh Pasal 23 dengan tarif 

2% dari penghasilan bruto. 

l.) Anugerah Motor (Servis motor) yang dikenakan PPh Pasal 23 

dengan tarif 2% dari penghasilan bruto. 

m.) Super (Servis motor dinas) yang dikenakan PPh Pasal 23 dengan 

tarif 2% dari penghasilan bruto. 

n.) UD Kurniawan (Pengadaan ATK) yang dikenakan PPN dengan tarif 

sebesar 11% dari harga pembelian. 

o.) Syauqi (Pengadaan Seminar Kit FGD) yang dikenakan PPN dengan 

tarif sebesar 11% dari harga pembelian. 

p.) Syauqi (Pengadaan Perlengkapan Pelatihan FKP) yang dikenakan 

PPN dengan tarif sebesar 11% dari harga pembelian. 
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4.2.2. Dokumen yang harus dipersiapkan sebelum melakukan pelaporan SPT 

di aplikasi Bukti Potong Elektronik (E-Bupot) 

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana 

dimaksud dalam peraturan pertama wajib memiliki sertifikat elektronik 

dan diharuskan membuat bukti pemotongan dan diwajibkan juga 

menyampaikan surat pemberitahuan masa pajak penghasilan unifikasi 

sesuai ketentuan yang berlaku yaitu yang sudah diatur dalam Peraturan 

Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 tentang Bentuk dan 

Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Serta 

Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian Surat 

Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi. Berikut Data atau 

sumber yang perlu dipersiapkan dalam pelaporan/pengisian SPT yaitu 

sebagai berikut :  

a.) Sertifikat Elektronik 

Sertifikat elektronik adalah sertifikat yang bersifat 

elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang 

menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi 

elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara Sertifikat 

Elektronik. 

b.) Surat Setoran Pajak (SSP) 

SPP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang 

telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan 
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dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang 

ditunjuk oleh Menteri Keuangan. 

c.) Bukti Penerimaan Negara (BPN) 

BPN adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kementrian 

Keuangan atas transaksi penerimaan negara. Dalam BPN tertera 

Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor 

Transaksi Bank (NTB) atau Nomor Transaksi Pos (NTP), sebagai 

sarana administrasi lain yang kedudukannya sama dengan surat 

setoran. 

d.) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

59/PMK.03/2022 Pasal 1 ayat 4 yang berbunyi : “Nomor Pokok 

Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang 

diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam admnistrasi 

perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau 

identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban 

perpajakannya”. 

e.) Nomor Induk Kependudukan (NIK/KTP) Bagi Non NPWP 

Menurut Undang-Undang Nomer 24 Tahun 2013 Pasal 1 

ayat 12 yang berbunyi : “Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya 

disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik 

atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar 

sebagai Penduduk Indonesia”. 
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f.) Kwitansi Belanja 

Kwitansi atau kuitansi yaitu tanda bukti yang sah dalam 

melakukan pembayaran atau penerimaan uang dan juga bisa 

sebagai tanda bukti bahwa pihak pembeli telah menyerahkan atau 

membayarkan sejumlah uang baik dalam bentuk cicilan maupun 

secara tunai sesuai nominal yang sudah disepakati antara pembeli 

dan penjual.  

g.) Faktur Pajak untuk Pengusaha Kena Pajak 

Faktur pajak adalah bukti penagihan pajak yang dilakukan 

oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang menyediakan Barang 

Kena Pajak (BKP) dan/atau memberikan Jasa Kena Pajak (JKP), 

baik PPN maupun PPnBM. Oleh sebab itu, PKP yang mengajukan 

BKP atau JKP harus menerbitkan Faktur Pajak untuk bukti telah 

memungut pajak dari pembeli atas BKP atau JKP tersebut. 

Sedangkan Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP yaitu seperti : 

a. Faktur Pajak Masukan 

b. Faktur Pajak Keluaran 

c. Faktur Pajak Pengganti 

d. Faktur antar Pajak 

e. Faktur Back-to-Back 

f. Faktur Pajak Cacat, dan 

g. Tagihan Pajak Pembatalan. 

h.) Dan dokumen pembayaran lainnya 
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i.) Serta jaringan internet yang baik untuk memperlancar proses 

pembuatan bukti potong (bupot) dan SPT 

4.2.3. Penerapan Aplikasi E-Bupot Berbasis Web pada BPS Kabupaten Brebes 

E-Bupot diterapkan pada satuan kerja BPS Kabupaten Brebes 

pada bulan September 2020 yaitu E- Bupot Pasal 23/26, dan untuk e-

Bupot Instansi Pemerintah diterapkan pada bulan September 2021. 

Untuk pajak bulan april 2023 dalam pembuatan bukti potong pihak 

yang terlibat yaitu BPS selaku pemungut/pemotong PPh dan pemasok 

dan atau penyedia jasa selaku pihak yang dipotong penghasilannya. 

Saat penyiapan pembuatan bukti potong data diperoleh dari transaksi 

dengan pemasok dan biasanya dikomunikasikan oleh bagian keuangan. 

Petugas pajak kemudian menyiapkan rekapan apapun yang nantinya 

akan dipotong dan untuk detail transaksinya telah diinformasikan oleh 

bagian keuangan. Berikut ini pembuatan bukti potong dan SPT setelah 

adanya aplikasi e-Bupot yaitu sebagai berikut : 

 
Gambar 4.1 Tampilan utama menu E-Bupot 

1. Masuk ke web djponline (https://djponline.pajak.go.id) atau 

langsung ke laman e-bupot unifikasi (unifikasi.pajak.go.id) lalu 
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login dengan  nomor 15 digit NPWP instansi pemerintah kemudian 

masukan kata sandi (password) djponline dan jangan lupa masukan 

Kode Keamanan (Capthcha) yang muncul pada bawah kolom 

password kemudian klik Login seperti pada gambar 4.1 diatas. 

 
Gambar 4.2 Menu Lapor 

2. Setelah login akan muncul tampilan seperti pada gambar 4.2 di atas 

kemudian pilih menu lapor, klik pra pelaporan lalu pilih e-bupot 

instansi pemerintah. 

 
Gambar 2.3 Menu SPT Unifikasi 

3. Setelah itu akan muncul tampilan seperti pada gambar 4.3 diatas, 

kemudian pilih SPT Unifikasi lalu klik pajak penghasilan kemudian 

pilih pph pasal 4 ayat (2), 15, 22, 23, setelah itu klik rekam. 
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Gambar 4.4 Menu Perekaman Identitas Wajib Pajak yang Dipotong/Dipungut 

4. Setelah klik rekam kemudian akan muncul tampilan seperti pada 

gambar 4.4 di atas, kemudian isikan identitas wajib pajak yang 

dipotong/dipungut yang di inginkan sesuai data pajak, lalu klik 

berikutnya. 

 
Gambar 4.5 Menu Perekaman Pajak Penghasilan yang Dipotong/Dipungut 

5. Setelah klik berikunya kemudian isikan Pajak penghasilan yang 

dipotong/dipungut seperti pada gambar 4.5 di atas, untuk tarif pajak 

sudah tercantum sesuai aturan undang undang dan pph yang 

dipotong/dipungut otomatis akan terisi dengan sendirinya setelah 

anda memasukan jumlah penghasilan bruto. Setelah terisi 

semuanya kemudian klik berikutnya. 
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Gambar 4.6 Menu Perekaman Dokumen Dasar Pemotongan 

6. Setelah klik berikunya kemudian klik tombol +Tambah pada Daftar 

dokumen. Kemudian isikan nama dokumen, no dokumen, dan 

tanggal sesuai data pajak seperti di atas. Lalu klik tambahkan 

seperti pada gambar 4.6 diatas. 

 
Gambar 4.7 Menu Perekaman Berikutnya 

7. Setelah klik tambahkan kemudian akan muncul tampilan seperti 

pada gambar 4.7 di atas lalu klik berikutnya. 
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Gambar 4.8 Menu Perekaman Identitas Pemotong Pajak 

8. Setelah itu isikan identitas pemotong pajak kemudian 

centangi/ceklis pada kolom pernyataan yang berwarna kuning, lalu 

klik simpan. Setelah proses penyimpanan selesai/sukses kemudian 

klik tidak seperti pada gambar 4.8 diatas. 

 
Gambar 4.9 Contoh Bukti Potong 

9. Untuk melihat/mengunduh bukti potong yang sudah dibuat, anda 

bisa mencarinya di daftar bukti potong Pasal 4 ayat (2), 15, 22, 23 

yang berada di menu SPT Unifikasi. Setelah bukti potong sudah di 

temukan kemudian klik tombol aksi yang pertama (berbentuk 

seperti mata). Setelah itu akan muncul bukti potong/bupot seperti 

pada gambar 4.9 di atas. 
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Gambar 4.10 Menu Posting 

10. Setelah bupot terisi semua, kemudian klik menu posting lalu pilih 

tahun pajak dan masa pajak sesuai data pajak. Kemudian klik cek 

seperti pada gambar 4.10 diatas. 

 
Gambar 4.11 Proses Posting 

11. Setelah klik cek lalu klik oke, setelah proses posting berhasil akan 

muncul tampilan seperti pada gambar 4.11 diatas. 
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Gambar 4.12 Menu SPT Masa 

12. Kemudian masuk ke menu SPT Masa lalu pilih perekaman bukti 

penyetoran, kemudian pilih tahun pajak dan masa pajak lalu klik 

cek seperti pada gambar 4.12 diatas. 

 
Gambar 4.13 Daftar Bukti Setoran PPh 

13. Setelah itu langsung ke menu rekam bukti penyetoran, kemudian 

tekan tombol aksi (rekam bukti penyetoran) seperti pada gambar 

4.13 diatas. 
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Gambar 4.14 Perekaman Data Bukti Setor 

14. Setelah tekan tombol aksi (rekam bukti penyetoran) kemudian isi 

data seperti No NTPN dan pilih tahun pajak, centang/ceklis jika 

NPWP SSP berbeda dengan NPWP pemotong (jika sama tidak 

perlu di centang,jika berbeda masukan NPWP pihak ke tiga), 

kemudian cek surat setoran pajak lalu tunggu hingga data berhasil 

ditemukan (terbaca) jika tidak ditemukan berarti ada kesalahan 

dalam pengisian data tersebut. Setelah selesai kemudian klik ok 

lalu klik simpan seperti pada gambar 4.14 diatas. 
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Gambar 4.15 Detail Bukti Setor PPh 

15. Kemudian klik tombol aksi (lihat) untuk mengecek data bukti 

penyetoran sudah terekam atau belum, nanti akan muncul tampilan 

seperti pada gambar 4.15 diatas. 

 

Gambar 4.16 Menu Penyiapan SPT Masa 

16. Setelah proses perekaman data bukti setor selesai, kemudian masuk 

ke SPT Masa, klik penyiapan SPT Masa lalu tekan tombol aksi 

(lengkali SPT) seperti pada gambar diatas, lalu isikan nama 

pengurus kemudian klik simpan seperti pada gambar 4.16 diatas. 



72 
 

 

 
Gambar 4.17 Ringkasan Pembayaran 

17. Setelah itu kembali ke menu penyiapan rekam penyetoran lalu pilih 

tahun pajak dan masa pajak kemudian klik cek. Kemudian masuk 

ke dafar ringkasan pembayaran untuk mengecek selisih seperti 

pada gambar 4.17 diatas. *jika terjadi selisih di cek kembali/segera 

diperbaiki dan jika tidak ada selisih langsung masuk ke menu SPT 

Masa lalu klik penyiapan SPT Masa Unifikasi. 

 
Gambar 4.18 Menu Kirim SPT 

18. Setelah itu pilih tombol aksi (kirim SPT) lalu masuk ke menu 

pilihan SPT lalu pilih kirim SPT seperti pada gambar 4.18 diatas. 

Kemudian masukan passphrase dan masukan sertifikat elektronik. 

Setelah selesai klik kirim SPT kemudian klik ok. 
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Gambar 4.19 Contoh Bukti Pengiriman Elektronik 

19. Untuk mencetak BPE, anda bisa masuk ke menu Dashboard lalu 

pilih tombol aksi (lihat BPE) untuk mengecek bukti pengiriman 

dan kemudian akan muncul tampilan seperti pada gambar 4.19 

diatas. Anda juga bisa mencetak/mengunduh bukti pengiriman 

elektronik tersebut. 

20. Selesai. 

4.2.4. Tahapan Penyetoran Pajak Penghasilan Unifikasi Menggunakan Sistem 

Billing Berbasis Web di Badan Puasat Statistik Kabupaten Brebes 

Setelah pembuatan bukti potong selesai kemudian melakukan 

penyetoran pajak penghasilan unifikasi dengan menggunakan sistem 

Billing. Sebelum melakukan penyetoran pemotong harus membuat kode 

billing terlebih dahulu agar bisa melanjutkan proses selanjutnya. 

Berikut tahapan-tahapan penyetoran pajak penghasilan unifikasi 

menggunakan sistem Billing Berbasis web di BPS Kabupaten Brebes 

yaitu sebagai berikut : 
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Gambar 4.20 Buat Kode Billing 

1. Klik menu SPT Unifikasi, kemudian pilih/cari daftar bukti potong 

yang akan dibuatkan kode biling. Setelah itu geserkan daftar bukti 

potong ke kanan agar tombol aksi terlihat dan setelah itu pilih buat 

kode billing (tunggu hingga proses pembuatan kode billing selesai). 

 

Gambar 4.21 Cetak Billing 

2. Setelah proses pembuatan kode billing selesai, kemudian klik cetak 

billing (tunggu hingga proses cetak billing selesai). 
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Gambar 4.22 Contoh Billing 

3. Setelah proses cetak billing selesai Kemudian akan muncul 

tampilan cetak billing seperti pada gambar 4.22 di atas. 

4. Selesai 

4.3.  Pembahasan 

4.3.1. Analisis Perbandingan Penerapan Bukti Potong Elektronik (E-Bupot) 

Unifikasi dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-24/PJ/2021. 

Berdasarkan hasil penelitian terkait penerapan e-bupot unifikasi 

Instansi Pemerintah pada satuan kerja BPS maka dapat diketahui 

perbandingan penerapannya dengan ketentuan dalam Peraturan Dirjen 

Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 pada tabel berikut ini : 
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Tabel 4.1 Analisis perbandingan penerapan e-Bupot unifikasi antara Peraturan Djp 

No.PER-24/PJ/2021 dengan penerapan yang ada di BPS Kabupaten Brebes   

No Ketentuan PER 24/PJ/2021 
BPS 

Kabupaten Brebes 
Keterangan 

1 Pasal 4 

ayat (2) 

Bukti Pemotongan/Pemungutan 

Unifikasi Berformat Standar paling 

sedikit memuat : 

a. Nomor Bukti 

Pemotongan/Pemungutan Unifikasi; 

b. Jenis pemotongan/pemungutan PPh; 

c. Identitas pihak yang 

dipotong/dipungut berupa : 

1. NPWP, Nomor Induk 

Kependudukan, dan/atau Tax 

Identification Number, dan 

2. nama; 

d. Masa Pajak dan Tahun Pajak; 

e. Kode objek pajak; 

f. Dasar pengenaan pajak; 

g. Tarif; 

h. PPh yang 

dipotong/dipungut/ditanggung 

Pemerintah; 

i. Dokumen yang menjadi dasar 

pemotongan/ pemungutan PPh; 

j. Identitas Pemotong/Pemungut PPh, 

berupa : 

1. NPWP Pemotong/Pemungut 

PPh; 

2. Nama Pemotong/Pemungut 

BPS dalam membuat 

pemotongan/pemungutan 

PPh Unifikasi berformat 

standar yang terdiri nomor 

bupot unifikasi, jenis 

potong pph, identitas, 

Masa pajak dan lain lain. 

Sesuai 
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No Ketentuan PER 24/PJ/2021 
BPS 

Kabupaten Brebes 
Keterangan 

PPh, dan 

3. Nama penanda tangan; 

k. Tanggal Bukti 

Pemotongan/Pemungutan Unifikasi 

Berformat Standar ditandatangani; 

dan 

l. Kode verifikasi. 

2 Pasal 4 

ayat (3) 

Satu Bukti Pemotongan/Pemungutan 

Unifikasi Berformat Standar hanya 

dapat digunakan untuk : 

a. 1 (satu) pihak yang dipotong 

dan/atau dipungut; 

b. 1 (satu) kode objek pajak; dan 

c. 1 (satu) Masa Pajak. 

BPS dalam membuat bupot 

hanya untuk 1 transaksi 

pemotongan/pemungutan, 

1 kode objek pajak, dan 1 

masa pajak. 

Sesuai 

3 Pasal 8 

ayat (1) 

Pemotong/Pemungut PPh wajib 

melakukan : 

a. Penyetoran PPh yang telah 

dipotong/dipungut paling lama 10 

(sepuluh) hari setelah Masa Pajak 

berakhir; 

b. Penyetoran PPh yang harus dibayar 

sendiri paling lama 15 (lima belas) 

hari setelah Masa Pajak berakhir; 

dan 

c. Penyampaian SPT Masa PPh 

Unifikasi paling lama 20 (dua 

puluh) hari setelah Masa Pajak 

berakhir. 

BPS melakukan 

penyetoran atas pajak yang 

telah dipotong paling 

lambat 10 hari setelah 

masa pajak berakhir dan 

penyampaian SPT Masa 

PPh Unifikasi paling 

lambat 20 hari setelah 

masa pajak berakhir. 

Sesuai 
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No Ketentuan PER 24/PJ/2021 
BPS 

Kabupaten Brebes 
Keterangan 

4 Pasal 9 

ayat (1) 

Bukti Pemotongan/Pemungutan 

Unifikasi yang dibuat melalui Aplikasi 

e-Bupot Unifikasi dan ditandatangani 

secara elektronik dengan Tanda Tangan 

Elektronik. 

BPS membuat Bukti 

Potong atas pph melalui 

Aplikasi e-Bupot Unifikasi 

dan di Tanda Tangani oleh 

bendahara secara 

Elektronik. 

Sesuai 

5 Pasal 9 

ayat (2) 

SPT Masa PPh Unifikasi yang dibuat 

melalui Aplikasi e-Bupot Unifikasi dan 

ditandatangani secara elektronik dengan 

Tanda Tangan Elektronik dan 

disampaikan melalui Aplikasi e-Bupot 

Unifikasi. 

BPS membuat SPT Masa 

PPh Unifikasi dan ditanda 

tangani secara elektronik 

kemudian disampaikan 

melalui aplikasi e-bupot 

Unifikasi. 

Sesuai 

 

Berdasarkan ketentuan di dalam pasal 4 ayat (2) PER-

24/PJ/2021 dapat diketahui bahwa BPS sudah Berformat Standar dalam 

pembuatan bukti pemotongan/pemungutan unifikasi yang terdiri dari 

nomor bupot unifikasi, jenis potong pph, identitas, Masa pajak dan lain 

sebagainya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Berdasarkan ketentuan di dalam pasal 4 ayat (3) PER-

24/PJ/2021 dapat diketahui bahwa BPS sudah membuat bukti potong 

hanya untuk 1 transaksi pemotongan/pemungutan, 1 kode objek pajak, 

dan 1 masa pajak yang Berformat Standar dan sudah ditentukan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 
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Berdasarkan ketentuan di dalam pasal 8 ayat (1) PER-

24/PJ/2021 dapat diketahui bahwa BPS sudah melakukan penyetoran 

atas pajak yang telah dipotong paling lambat 10 hari setelah masa pajak 

berakhir dan penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi paling lambat 20 

hari setelah masa pajak berakhir. 

Berdasarkan ketentuan di dalam pasal 9 ayat (1) PER-

24/PJ/2021 dapat diketahui bahwa BPS sudah membuat Bukti Potong 

atas pph dan ditanda tangani oleh Bapak Kasmali selaku bendahara 

BPS Brebes secara Elektronik melalui aplikasi e-Bupot Unifikasi yang 

sudah di buat dan disediakan oleh Dirjen Pajak. 

Berdasarkan ketentuan di dalam pasal 9 ayat (2) PER-

24/PJ/2021 dapat diketahui bahwa BPS dalam pembuatan dan 

penyampaian SPT Masa Unifikasi sudah dilakukan dan di tanda tangani 

secara elektronik melalui aplikasi e-Bupot Unifikasi yang sudah dibuat 

dan disediakan oleh Dirjen Pajak. 

Berdasarkan hasil dari analisis perbandingan penerapan bukti 

potong elektronik antara Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-

24/PJ/2021 dengan penerapan yang ada di BPS yang sudah dilakukan 

oleh peneliti dapat diuraikan bahwa penerapan e-bupot pada BPS yang 

sudah sesuai dengan peraturannya, mulai dari tahapan pemotongan 

hingga sampai dengan tahapan pelaporannya. 
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4.3.2. Kendala yang dihadapi dalam penerapan aplikasi E-Bupot Unifikasi 

Kendala yang dihadapi dalam atau pada saat penerapan E-Bupot 

Unifikasi Instansi Pemerintah di Badan Pusat Statistik Brebes ada 2 

(dua) faktor yaitu antara lain sebagai berikut : 

a.) Faktor Internal  

 Kendala faktor internal dalam penerapan E-Bupot ini yaitu 

adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam 

pengelolaan pajak dan kurangnya pemahaman pegawai (SDM) 

dalam hal perpajakan. 

b.) Fakor Eksternal 

 Kendala faktor eksternal dalam penerapan E-Bupot ini yaitu 

adanya keterlambatan penyampaian faktur dari pihak ketiga, 

koneksi internet kantor kadang masih bermasalah dan server tiba-

tiba down dalam masa-masa tertentu seperti akhir masa maret dan 

april, dimana pph orang pribadi dan pph badan diakses oleh banyak 

pengguna sehingga bisa menimbulkan server down. 

4.3.3. Dampak penerapan aplikasi E-Bupot pada Badan Pusat Statistik Brebes 

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan 

peneliti, menunjukan bahwa aplikasi e-bupot Unifikasi berbasis web 

telah memberikan kemudahan bagi wajib pajak, seperti yang 

disampaikan Bapak Rifki Azwar selaku staf pajak BPS yaitu dalam 

proses perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak jauh menjadi 

lebih mudah, sederhana, dan lancar. 
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Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak 

Rifki Azwar, tentang kelebihan e-Bupot ini memberikan dampak yang 

baik bagi BPS seperti meminimalisir terjadinya keterlambatan 

pelaporan/penyetoran masa pajak. E-bupot ini juga lebih sederhana dari 

aplikasi e-spt (aplikasi sebelumnya) dan memperingan dan 

mempermudah Satuan Kerja, contohnya tidak perlu mengupload ADK 

(Arsip Data Komputer) dan Softcopy Laporan SPT, dan terdapat 

perhitungan pajak sehingga kita tidak perlu repot menghitung manual 

nilai pajaknya, serta bukti penyetoran pajaknya karena aplikasi e-bupot 

Unifikasi Instansi Pemerintah selain pembuatan bukti potong juga 

terdapat menu pembuatan biling untuk penyetoran dan penginputan 

nomor bukti penyetoran NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) 

karena sudah terintegrasi dengan system MPN (Modul Penerimaan 

Negara) yang dimiliki Kementerian Keuangan. 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.  Kesimpulan 

Dari hasil penelitian ini maka dapat di simpulkan bahwa BPS sudah 

menerapkan aplikasi bukti potong elektronik (e-Bupot) Unifikasi Instansi (IP) 

yang dimana penerapan e-bupot pada BPS telah sesuai dengan Peraturan 

Dirjen Pajak Nomor PER-24/PJ/2021, mulai dari tahapan pemotongan hingga 

tahapan pelaporannya. 

5.2.  Saran 

Berikut saran-saran peneliti yang dapat di simpulkan yaitu sebagai berikut : 

1) Penerapan e-Bupot Unifikasi Instansi Pemerintah (IP) berbasis web based 

di BPS Kabupaten Brebes sudah dikatakan baik tetapi akan lebih baik lagi 

jika pelayanan mengenai penerapan e-Bupot lebih ditingkatkan lagi, agar 

wajib pajak lebih mengerti tentang aplikasi e-Bupot. 

2) Untuk lebih meningkatkan dan memperlancar dalam proses penerapan 

aplikasi bukti potong elektronik (e-Bupot) Unifikasi Instansi Pemerintah 

(IP) berbasis web based, sebaiknya diadakan pelatihan atau sosialisasi 

mengenai aplikasi e-Bupot. 
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Lampiran  6 Dokumentasi Penelitian 
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Lampiran  7 Hasil Wawancara 
 

a. Identitas Diri 
1) Nama : Rifki Azwar 

2) Jabatan : Staf Bagian Tata Usaha (TU) 

3) Tempat : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Brebes 

4) Alamat : Jl. Letjend MT Haryono No.74, Saditan, Brebes, Kec.Brebes, 

Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52212. 

5) Tanggal : 11 Mei 2023, Jam 09.00 WIB 

 

b. Pertanyaan Penelitian 
Peneliti : Kapan e-Bupot unifikasi di terapkan? Kemudian BPS berperan 

sebagai apa? Pemungut atau Wajib pajak? 

Narasumber : E-Bupot diterapkan pada Satuan kerja BPS Kabupaten Brebes 

pada bulan September 2020 yaitu e-Bupot Pasal 23/26, dan untuk 

e-Bupot Instansi Pemerintah diterapkan pada bulan September 

2021. BPS dalam perpajakan berperan sebagai pemotong atau 

pemungut pajak dalam hal ini adalah Bendahara Pengeluaran. 

Peneliti : Apakah penerapan e-Bupot unifikasi dalam pembuatan bukti 

potong dan pelaporan telah di tetapkan sesuai dengan aturan yang 

berlaku? 

Narasumber : Penerapan e-Bupot Instansi Pemerintah dalam pembuatan Bukti 

Potong Pajak serta pelaporan Pajak pada Satuan Kerja BPS 

Kabupaten Brebes sudah sesuai ketentuan yang berlaku yaitu 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK. 03/2019 tentang 

Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib 

Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena 

Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan 

Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah Serta Peraturan 

Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 17/PJ/2021 tentang Bentuk 

dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan dan/atau 
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Pemungutan Pajak, Serta Bentuk Isi, Tata Cara Pengisian, dan 

Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Bagi Instansi 

Pemerintah. 

Peneliti : Apakah penerapan bukti potong elektronik unifikasi ini memiliki 

perbedaan yang signifikan dengan aplikasi yang sebelumnya yang 

lebih memudahkan bagi wajib pajak? 

Narasumber : Ya, aplikasi e bupot lebih sederhana dari aplikasi e-spt dan 

memperingan dan mempermudah Satuan Kerja, contoh tidak 

perlu mengupload ADK dan Softcopy Laporan SPT, terdapat 

perhitungan pajak sehingga kita tidak perlu repot menghitung 

manual nilai pajaknya, serta bukti penyetoran pajaknya karena 

Aplikasi e-bupot instansi pemerintah selain pembuatan bukti 

potong juga terdapat menu pembuatan biling untuk penyetoran 

dan penginputan nomor bukti penyetoran (NTPN) karena sudah 

terintegrasi dengan system MPN yang dimiliki Kementerian 

Keuangan. 

Peneliti : BPS merupakan pemotong PPh atas beberapa transaksi dan 

dengan perusahaan penyedia jasa apa saja? 

Narasumber : BPS Kabupaten Brebes dalam hal ini bendahara pengeluaran 

merupakan pemotong/pemungut pajak atas belanja yang 

dibebankan dari APBN. Secara rutin Bendahara 

memungut/memotong pajak tiap bulannya seperti gaji dan 

tunjangan pegawai , serta honor-honor kegiatan survey BPS rutin 

yang dikenakan pasal 21yang terdapat kurang lebih 6 transaksi, 

ditambah kegiatan sensus/survey yang bersifat isidentil atau tidak 

rutin. Untuk Belanja Non Gaji untuk tiap bulannya terdapat 

kurang lebih 15 transaksi. Untuk penyedia barang atau jasa antara 

lain, UD. Kurniawan (Belanja ATK), Berkah Fotocopy (ATK dan 

Jasa Fotocopy), Ahass 1954 Surya Utama Perkasa, Nasmoco, dan 

Doddy Motor untuk Jasa Perawatan Kendaraan, CV. SYAUQI 

untuk pengandaan perlengkapan survey/sensus, dan lain-lain. 
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Peneliti : Kapan BPS melakukan penyetoran PPh? Dan kapan waktu jatuh 

tempo penyetoran PPh pasal 21,22,23,4 ayat (2) dan PPN? Lalu 

dalam melakukan pemotongan dan pelaporan PPh apakah BPS 

telah memenuhi syarat serta dokumen-dokumen yang harus di 

persiapkan sebelum melakukan penyetoran? 

Narasumber : Untuk Penyetoran biasanya dilakukan masih dalam masa pajak 

berkenaan dan tidak melewati batas akhir penyetoran sesuai 

dengan Peraturan Perpajakan seperti untuk PPh Pasal 21, 23, final 

pasal 4 ayat (2) disetor paling lambat tanggal 10 setelah masa 

pajak, PPN dan PPh 22 disetor paling lambat satu hari setelah 

pembayaran dilakukan. 

Peneliti : Apa saja sumber data atau dokumen yang harus dipersiapkan 

sebelum membuat bukti potong elektronik dengan menggunakan 

e-Bupot unifikasi?  

Narasumber : Kami perlu mempersiapkan data/dokumen sumber seperti NPWP, 

NIK(KTP) bagi Non NPWP, Kuitansi Belanja, Faktur Pajak 

untuk Pengusaha Kena Pajak, dan dokumen pembayaran Lainnya 

serta jaringan internet yang baik untuk memperlancar proses 

pembuatan bupot dan SPT. 

Peneliti : Kapan BPS melakukan pelaporan PPh? Dan kapan jatuh tempo 

pelaporan PPh pasal 21,22,23,4 ayat (2), dan PPN?  

Narasumber : Laporan Pajak (SPT) Masa bulanan dilakukan setelah masa pajak 

berkenaan berakhir dan sesuai dengan Peraturan Pajak yang 

berlaku seperti PPh Pasal 21,22,23,4 ayat (2) dilaporkan paling 

lambat tanggal 20 setelah masa pajak berkenaan berakhir, dan 

PPN dilaporkan paling lambat tanggal 30 setelah masa pajak 

berkenaan berakhir. 
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Peneliti : Apa saja dampak atau kelebihan dalam penerapan atau 

penggunaan aplikasi e-Bupot unifikasi pada BPS? 

Narasumber : Dengan adanya aplikasi e-bupot unifikasi ini BPS merasa sangat 

terbantu karna perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak 

jauh menjadi lebih mudah, sederhana, dan lancar. 
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Lampiran  8 Buku Bimbingan Tugas Akhir 
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